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bahwa sebagaJ tindak lanjut Pcraturan Daerah
Kabupaten Bombana’ Nomor |7; Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata [Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana se bagannana telah
diubah beberapa kali, terakhlr clengan Peraturan
Daerah - Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga Atas ' PC] aturan Daerah
Kabupaten Bombana Nornor 7 T.ihun 2008, perlu _
menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fung51
Dinas Kependudukan dan I’encatatan Slpll
Kabupaten Bombana; - ;,r - -

bahwa berdasarkan perttmbangkan sebagaunana
dimaksud huruf a, perlu. menetapkan Peraturan

- . Bupati _Bombana tentang: Penjabaran Tugas

‘Pokok dan’ Fungsi Dmas Kependudukan dan
Pencatatan Slpll Kabupaten Bomban]a, S i
Undang—Undang Nomor 29, Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten . Bombana Kabupaten
Wakatobi ~ dan Kabupaten Kolaka Utara ' di
Provinsi Sulawesi Tengg,ara (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun' 2C03;|Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Rc pubhk Indonema
Nomor 4339); 5 e a Hiood

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang'

Perubahan : Atas Uandang—Undangl Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administra: alichcndudukan
(Lembaran Negara Republik: Indonesm Tahun
2013 Nomor Tambahan I.cmbaran ‘Negara -
Republik Indonesm Nomor )| :f I '
Undang-Undang Nomor 23 Tahun|2014 tentang
Pemerintahan  Daerah ! (Lembaran :Negara
Repubhk Indonesxa Tahun 2014! Nomor 244,

IR P 7
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13.

14

Tambahan Lembaran Negara Republxk Indone51a o
- Nomor 5587) sebagaimana ‘telah dlubah dengan

Undang-Undang Nomor ;9. Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas ;Undan; Undang Nomor
23 Tahun. 2014 tentang . Pernenntahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Tahun
2015 Nomor 29, Tambahan Lembaran 'Negara,

Republik Indonesia Nomor- 5679] HiIN
Undang-Undang Nomor S Tahlm 2014 tentang

Aparatur . Sipil Negara; (Lembaran Negara:
Republik  Indonesia Tahun 2014| Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Rc pubhk Indone31a‘

Nomor 5494); . | [m ..

Peraturan . Pemerintah - Nomor 37 ]Ta.hun 2007 -

tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 23"

tahun 2006 tentang Admlmstra'sl chendudukan

' (Lembaran ‘Negara ‘Republiki ; Indonesm Tahun o

2007 Nomor 80, Tambahan| I.cmbaran Negara =

Republik Indonesia Nomor: 4736,1,i | i

Peraturan . Pemerintah . Nornor i38 iTahun 2007'

tentang Pembaglan Urusan Pemenntahan Antara

Pemerintah, Pemenntah Daerdh Prov1ns1, dan -

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia : Tahun 2007 Nomor

Indonesia Nomor 4737), L

- 82, Tambahan Lernbaran !Negalra‘ Repubhk._

Peraturan - Pemerintah Nomor ’41 lTahun 2007

tentang Orgamsam Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun| 2007. Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 474); & !

Peraturan : Pemerintah : Nénﬁof lO2 iTahun 2012f

tentang Perubahan atas Peraturanl Pemerintah

- Nomor 37 ‘Tahun 2007 tentang ; Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Icmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 265);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 57 Tahun'

2007 tentang Petunjuk . Tu:kms ._ Penataan

- Organisasi Perangkat Daerah;; | , j';

1

Peraturan Menteri Dalam’ Negen Nomor 25 Tahun

2011 “Tentang Pedoman | .| | Pengkajian,

Pengembangan dan Pengelolaan Slstem Informa51
Administrasi Kependudukan; | ! M

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun_

2014 Nomor 32); BRI 1Y

Peraturan Daerah Kabupaten Bomb&na Nomor 6-

Tahun 2008 tentang pembaglan urusan

pemerintah  yang menjadl | i kewenangan

Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);

‘kabupaten Bombana ' (Lembaran Daerah

Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2009 tentang.

Penyelenggaraan Pcndaftaran Pénduduk dan
Pencatatan Sipil;- P ; i
Peraturan - Daerah kabupaten Bombana Nomor
22 Tahun:2012 tentang Perubahan] Kcnga Atas
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‘ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengah3 | ; :

Nk

o

10,

11

12.

13,

‘Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2008 tentang-

Organisasi dan Tata Kerja }?g reinllgkat Daerah
Kabupaten .| Bombana® ' (Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22); |
15. Peraturan Daerah Kabupatcn Bumba.na Nomor 6
~ Tahun 2015 tentang Anggaran| Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana :Tahun

Anggaran 2016;° ' ] .:,'jlz- 4

- 16. Peraturan : BuPatl Bombana |Nomor 48 ‘Tahun '7

2016 tentang Penjabaran Anggaran iPendapatan

dan Belanja Daerah KabupatenlBombana Tahun

Anggaran2016 SN
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| MEMUTUSKAN }; |
SNk

Menetapkan : PERATURAN BUPATI B()MBANAi TENTANG

PENJABARAN TUGAS ; POKOK DAN FUNGSI -

-~ DINAS . KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
- SIPIL KABUPATEN BOMBANA., e 3 ; |
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BABI SR IR
KETENTUANUMUM .-~ 1§ li: o
~ Pasall

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bo mban a; @ |
Bupati adalah Bupati Bombana; ° i A
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Bombana |

!
Daerah adalah Kabupaten Bombana; : :

)

l

.Dinas = Kependudukan dan - Pencatatan Slpll' adalah Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sxp11 Kabupaten Bombana. -

Kepala Dinas adalah Kepala, Dmas Kependudukan dan _Pencatatan |

Hz‘E!l

Sipil Kabupaten Bombana. - | MR

Sekretaris -adalah Sekretaris pada Dmas Kep=ndudukan dan'

Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana SRR 3 ‘ Hi

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada- Dmas Kc pcndudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. = ! |1 S

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selamutnya dlslngkat
UPTD Instansi‘Pelaksana, adalah satuan kerja dii tmgkat kecamatan
yang melaksanakan pelayanan Pencatatan S1p11 den gan kewenangan
menerbitkan akta

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabat;m Fungswnal di
Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatanl Szpll Kabupaten
Bombana. SRR AR

Administrasi chendudukan adalah rangkalan, kepenataan dan "

penertiban  dalam - menerbitkan : dokumen dan data | kependudukan
melalui pendaftaran penduduk pcncatatan 81p11‘
informasi administrasi kependudukan serta pendaydgunaan hasﬂnya
untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lam f P
Penduduk adalah warga Ncgara Indone.;la dan ; orang, asmg yang
bertempat di Indonesia. T ;5 *?[ Dt :

Warga Negara Indonesia adalah orang—orang bang<a Indoncsxa dan
SARE NI ?/
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‘sebagai Warga Negara Indonesia. ~  :
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orang-orang bangsa lain yang' dlsahkan dengan|

£
.g!‘_
H

undang-undang '

Warga Negara Asing adalah orang bukan Warga Negar-i Indones1a

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang,

dlterbltkan ol.eh

instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan; hukum zsebagm alat
bukti autentik yang dihasilkan c dan pelayanan pcndaft?ran pcnduduk _

dan pencatatan sipil.

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/ thau data agregat

yang terstruktur sebagai hasﬂ dan keglatan pendajtaran penduduk

dan pencatatan sipil.

pencatatan atas pelaporan peristiwa kepcndudukan

Pendaftaran = penduduk adalah pencatatan bloclata] penduduk

da.n pendataan

penduduk tentang administrasi kependudukan 3 ,erta; penertiban
dokumen kependudukan berupa kartu 1dent1tas atau surat keterangan

kependudukan. _ |

Peristiwa kependudukan adalah kejadlan yang harus dllaporkan
karena membawa akibat terhadap penertiban: atau perubahan kartu
keluarga, kartu tanda penduduk :dan/ ' atau | surat keterangan
kependudukan lainnya meliputi- pindah datang, pcrubahan alamat

‘serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap o
Nomor Induk Penduduk, selanjutnya dlsmgkat NIIu,i adalah nomor

IJH:

identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tun ggal dan melekat &
pada seseorang yang terdaftar sebagen penduduk mdonesm ' :

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah

Kartu Idenutas

Kcluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan

dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga l b

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya d1s1ngkat KTP

resmi penduduk sebagai bukti diri yang d1terb1tlca.n olch Instansi
pelaksana yang berlaku dlseluruh wilayah Negara k('satuan Republlk

Indoncsxa

adaJlah Identltas

- Pencatatan 51p1l adalah pencatatan penstlwa pentmg ,rang d1a1am1 oleh

seseorang dalam registrasi pencatatan sipil pada 1nsta sx pelaksana |

Pcjabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang: melakukan pencatatan
peristiwa penting yang dialami : - seseorang pada Instan31 _pelaksana
yang pengangkatannya - sesua1 dengan : ketcnmam peraturan

‘pt,rundang-undangan : : SR PR e

Peristiwa penting adalah kEJadlan yang dlalaml oleh SP

1 i { i
seorang mehputl

-kelahiran, kematian, lahir/mati, perkawinan, : perceralan, pengakuan .

anak, pengesahan anak, pcngangkatan anak, peruhahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan. - RN

S
I |

Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang dlbcrlkan kepada orang
untuk tinggal diwilayah ‘negara ketentuan Republlk Indonema dalam
jangka waktu terbatas sesuai dengan kctentuan peraiuran perundang-

undangan. IRy

|1!!

tanggung . jawab memberikan' pelayanan pelaporan pensnwa
kependudukan dan peristiwa pentlng serta pengelolaan dan penya_uan

data kependudukan didesa/kelurahan.
Kantor Urusan A Agama kecamatan selanjumyai

dlsmgkat KUA

Kecamatan, adalah satuan kerja . yang melaksanukanl pencatatan

nikah,talak,cerai dan rujuk pada tmgkat ke(‘amatan
yang beragama islam, I 3
Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum

Bapak terhadap anak yang lahir diluar ﬁ:atan perk.amnan yang sah

)

atas persetu_]uan ibu kandung dan anak tersebut.

o
i
|
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bag1 penduduk

, |
Idan seseorang
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Petugas registrasi adalah pegawai Negerl Slp11 yang]dxben fugas dan .
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PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSII i § -‘ i
_ T |
Pasa12 : j" | :’Ei" ’
~.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpxl meru akan unsur
penunjang Pemerintah Daerah.- BRI

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sxpxl d1p1mp1n -o]eh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung _]awab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. SEREE i _ ,
: RS E R R i
Pasal 3 P ; : ; i‘ % i
: SRS RR R :
B EE '
Dinas Kepcndudukan dan Pencatatan Slpll mempunym rugas membantu

Bupati dalam penyelenggaraan : Pemenntahan . Daerah déib1dang

'kependudukan dan pencatatan sipil. SRR {1—!:.‘ Hi |
R RN ;
Pasal4 ! i'a: |

ol

||

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalard li’asal 3 Dmas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan kewenangan daerah
dibidang kependukan dan pencatatan sipil- serta mela_ksanakan tugas
pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau Pemcnntah Provmsx, :
|'ih L [
Pasa15 - ;,-5,3-:’!'{ . ;

: i ! " Do :

Untuk melaksanakan fung81 sebagalmana dunaksud dalam pasa.l 4, Kepala

' Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll mcmpunya.l ke\Trcnangan sebagal'

berikut: : P :

a. Perencanaan dan pcngendahan pembangunan reglonal{secara makro

- - dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; ! el Hie
b.  Menetapkan kebijakan penyusunan program, pelayanan laldmlmstras:
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan |dan/ keuangan !

C. Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Tekhnis, Advokasu Supem31 dan

~ Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Pcnduduk dan Pencatatan Sipil;
d. Koordinasi'  pengawasan atas penyelenggaraa_n l Adnnmstras1

Kependudukan; X : e ! i :
e Pengalokasian sumber daya manus1a potenSIal N j ; ! i : :
f. Menyelenggarakan - Penelitian yang: mencakup w11 y h kabupaten
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;; .. {14l |
g Penyusunan kebijakan teknis serta program ker]a, SRR R ;

- h.  Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan dan 31p11

i : Pelaksanaan kcglatan pcngawasan dan pengendallan rnutasi
SRR R |
BABII “’f“';?%; iH
ORGANISASI R |
Do R - : !‘-i [
N EERUI R Y I
Bagian Pertama oo
Susunan Organisasi =~ ‘ 1y ; o '
Pasal 6 e

j
i
(1) Susunan Organisasi Dmas Kependudukan dan Pencé.tr:lltan Slpll terdiri

i 1
atas : f ) : L ;“f :
LA
o

a. Kepala Dinas; R AR A R

lﬂ,




b. Sekretans, RN
c. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Slpll i i il
d. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pro;,rel«;snI Kepe (
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; o “i | | ;
" f. Kelompok Jabatan Fungsional. : S : ¥ :
(2)  Sekretaris sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), be'rhc!a 41bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas. =~ i bl
(3) Bidang sebagaimana dimaksud-pada ayat (1), dxpxmpln oleh scorang
- Kepala Bidang yang berada dlbawah dan bcrtanggung Jawab kepada
Kepala Dinas. . 1:[9 : | :
, SRR
Bagian Kedua - i j|I \
Sekretaris SRR
Pasal 7 ' !ii
Py :
‘Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pcnyusunan . program,
pelayanan = administrasi, ketatausahaan, kepegawalan, lqerumahtanggaan
“dan keuangan. ‘ i :
. Pasal 8 i ; ,E
i : :
Dalam melaksanakan tugas sebagaunana dunaksud dalam 1:)512;9;}.t 7. , Sekretaris
menyelenggarakan fungsi: . q!;l .’_f 3 '
a.  Pelaksanaan urusan kepegawaian; RS M R
b. Pelaksanaan urusan keuangan; Coh :
‘¢. . Pelaksanaan urusan rumah tangga; S
'd.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan; . (||
e. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, P ; ! ;
f. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program; .} |1l
g.  Pelaksanaan pengawasan. e jl o
o BN
Pasald ()
SR
® (1)  Sekretaris membawahi 2 (dua) sub bagian: :© - i ; .
a. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan li’erlengkapan,l | i :

@

(2)

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. ..! ' . ' : |

Sub Bagian bagaimana dimaksud pada ayat (1).: Dlpma 1n oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dlbawah dan bcrtanggung jawab

kepada Sekretaris. MR ]

i -
I

‘!
A
Pasallo ’i
.
i

i i

Sub Bagian Umum, Kepegawman dan Perlengkapan metripunyeu tuéas

Fas

pelaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, _kears1pan,

rumah tangga protokol dan urusan perlengkapan i i

b

: s ‘ .
Sub Bagian Perencanaan dan Kcuangan - me mpunyeu tugas
melaksanakan dan menyusun program, pcrencanclan,| penyusunan
laporan, evaluasi, pengawasan dan melaksanakan admlmstram

keuangan. S
o :.'

T
"I';
i t

II
R
H
]

L;l! )
;:i ,

7

)




oyl

Pasal 11

i

' BagianKetiga z; _3
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipxl ]
o {

; i

i
1\
l
Eif
i

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Slp11 mempurllyalﬁ' tugas

‘melaksanakan perencanaan tekms, :
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan/ atau‘
penduduk beserta perubahannya, menerbltkan dokumer
serta surat-surat kcpendudukan : L

- *Dalam melaksanakan tugas sebaga:mana dzmaksud dalam
. Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelcnggarakan fun=

1. Pelayanan pendaftaran penduduk dalam mstem mformasi

PETFT DR M0 Q0 o

!
f.-; ti
[ S
I
!

Pasa'l' 12

! E
i

kependudukan meliputi:

a. Pencatatan dan pemutakhlran biodata pendﬁduk sert

Nomor Induk Kependudukan (NIK); o : S
Pendaftaran perubahan alamat; A
Pendaftaran pindah datang antar Negara,

Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk;
Penatausahaan pendaftaran penduduk.: '

Fm Mmoo o

P

- _m.m'...'_:i;.,m. ‘

P

|
"li“
Py
.
LR

AR
§al 11, Bidang

!
!

Pendataan penduduk rentan administrasi kepenc[ud.ullcan

!]E
3.1:

ity

mcnyelenggarakan . dan membina
pencatatan data
kependudukan

b,
admmlstra31
|

a penerbltan
Pendaftaran pindah datang dalam wﬂayah Repubhk Indone31a, |
Pendaftaran Warga Negara Indone31a tmggal sem-=ntara, '

l*,

i
1

Penyelenggaraan pelayanan pencatatan 31p11 dalam 31stem mformaSI

administrasi kependudukan mchpun
Pencatatan Kelahiran;
Pencatatan Lahir Mati; -
Pencatatan Perkawinan; . :
Pencatatan Perceraian; . . SETEE B
Pencatatan Kematian; - -~ B
Pencatatan Pengangkatan Anak; o
Pencatatan Pengakuan Anak; S
Pencatatan Pengesahan Anak;

1_; 5
i
‘

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya; = - "
Pencatatan Perubahan dan Pembatalan Akta; ||
Penatausahaan Dokumen Pencatatan Slpll SRy
Melaksanakan monitoring dan ‘evaluasi pelaporan
pendaftaran penduduk dan pencatatan 31p11 S E

P

Fasilitasi sosialisasi, bimbingan tekhnis, : advokasn

J

Pencatatan Perubahan Nama; G i ]
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan, !

,,if
[

1

1|? ‘

Penerbitan Dokumen chendudukan hasil Pencatata'xi Sipil;

' l

pcnyelengga:l'an

Supems1 dan

konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pcuncatatan ‘sipil.
Melaksanakan pembinaan dan: pengembangan sumber daya manusm'

pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan s1px].

Melaksanakan pengawasan atas pcnyelcnggaraan

poi

penduduk dan pencatatan sipil.: - T ! §

[PPSR

pendaftaran U

|
i .
i
|

7//



Pasal13 -

| (1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Slpll terd1r1 atas

a. Seksi Pengelolaan Pendaftaran Penduduk R
b. Seksi Pencatatan Sipil; ' R B I I ¥
| c. Seksi Monitoring dan Evaluasi. b |

'(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlplmpl ”;leh seorang
" Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung _] |wab kepada_

Kepala Bldang Kependudukan dan Pencatatan Slpxl 5

|
Pasal 14 : I

R T T
!,

l { .
:i!

(1) Seksi Pengelolaan Pendaftaran Pcnduduk rnempunya.t tugas
menyelenggarakan pendaftaran. penduduk pcmantauan,|evalua31 dan
pelaporan  penyelenggaraan pendai'taran pendudu.k dengan fungs:
meliputi : o =!:

- a. Verifikasi data formulir permohonan pcndaftaran penduduk
perubahan biodata penduduk pindah datang, penambahan data
penduduk; : !' -

b. Verifikasi pencrbltan dokumen hasil pendaftaran pt’nduduk
c. Penatausahan formuhr dan dokumen penyelenggaraan pendaftaran

penduduk. ‘

' (2) Seksi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggurakan pelayanan

pencatatan sipil dalam sistem admxmstram kepem:hidukan dengan
fungsi meliputi : HEN

a. Verifikasi data formulir pencatatan sipil, kelahlran,lkematlan, lahir

mati, perkawinan dan perceraian non muslim; * | * ; '|i

_b. Verifikasi pembetulan dan pembatalan akta pencatatan 31p11

c. Pengawasan penerbitan dokumen hasil pcncatatan Slpll :

d. Penatausahaan Formulir dan dokumen hasﬂ | penyelenggaraan
pencatatan sipil .
(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi  mempunyai tugas| penyelcnggaraan
monitoring, evaluasi dan pelaporan penyclenggaraan| | pendaftaran
penduduk dan pencatatan . sipil = serta , pengawasan atas
penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan. pcncat.a.tan 31p11 dcngan

fungsi meliputi : . ; ’

a. Monitoring dan mengevaluasi segala formuhr ’dan dokumen
kependudukan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil; o

b. Pengawasan penerbitan dokumen kepcndudukan dan pencatatan
sipil; ;|

¢. Panatausahaan hasil penyclenggaraan penda.ftarani penduduk dan
pencatatan sipil ke dalam' laporan penyelenggasaan |pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil '?'

';‘:g !‘i il ;
Vet ; |li, .
5:

Bagian Keempat . X
‘Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan
Proyeksi Kependudukan. h '
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Bldang Pengelolaan Data, Informasi dan . Proyek31 EKependl‘tdukan

me!mpunym tugas menyelenggarakan pengelolaan data mforma51 dan

proyeksi kependudukan mehpuu : = -! : ii' =

1. Melaksanakan  perumusan. kebl_]akan tekhnls pengelolaan data, /

, T

gli

SRR

S i
REEE




—_‘a—wf
S s
_ informasi dan proyeksi admmxstram kependudukan i‘ § i; C o
2. - Fasilitas, . sosialisast, blmbmgan tekhnis, advokasn supev131 dan'
konsultasi pengelolaan data, 1nforrnas1 dan proyekm Iadxmmstrasz
_ kependudukan; : ¥ g S ' :
3.~ Melaksanakan koordinasi pengelolaan data, mformclsx .dan proyekm
‘ administrasi kependudukan; = _,§ ‘ - \
4. Melaksanakan pembangunan da.n pengembangan _]anngan komumka31
data (JARKOMDAT); . ' RN ' : :

. 5. Melaksanakan penyediaan perangkat keras. dan perlengkapan lamnya
serta jaringan komunikasi data sampai dengan tmgkat kecamatan

.. atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumenlpvnduduk ! '
6. Melaksanakan Pcmbangunan rephkas1 data kependudukan d1

: | Kabupaten, e !;‘ f :
7. . Melaksanakan Pembangunan Bank Data Kependudukah clan itempat

' - perekaman data kependudukan di Tingkat Kecamatan .

8. Menyimpan data hasil pelayanan penda.ftaran‘i penduduk dan

pencatatan sipil serta hasil pemutakhiran 1=data ‘penduduk

, . menggunakan sistem administrasi kependudukan, ;i;’ :}; - |
. 9. Melaksanakan penyajian dan diseminasi mformam penduduk |
10. Melaksanakan perlindungan data pnbad1 pendud.uk !hasﬂ proses
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;: - ¥ E St I ‘
"11. Melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kcbljakan; kicpcndudukan o
antar dan dengan lembaga pemermtah dan ;non pemenntah skala
kabupaten; : A 1 Ny f;i ; :

.....

12, Melaksanakan kerjasama dengan orgamsasx kemasyarakatan dalam
'~ rangka tertib administrasi kependudukan; . | .- 'il g B

13. Penetapan indikator kependudukan, proyeks1 penduduk dan anahsa
dampak kependudukan skala kabupaten, S \.[ i :

14. Melaksanakan koordinasi dan’ sosialisasi hasil penyusunan mdlkator
proyeksi . dan analisis dampak kependudukan !serta kebl_jakan
kependudukan kepada khalayak sasaran; :' “ P

: 15. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukaq da.n a.nahsus
. S ‘dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasm. :
' . penduduk;. L : ;-*ail” ;
16, Melaksanakan pemantauan dan evaluas1 pengelolaan data mforrmasx
- dan proyeksi kependudukan, analisis dampak kepandudukan serta
penyerasian kebijakan kependudukan. C
17. Melaksanakan pembinaan dan' pengcmbangan surnber daya manus1a
‘ pada pengelola data, J.nforma81 dan proyek81 admlmstras:
kependudukan; L B : | : :

18. Melaksanakan pembenan dan penzman pelaksanéan pelayanan
umum d1b1dang pengelolaan data informasi dan proy ek31 admlmstrasx
kependudukan ‘ ; ? |

19. Melaksanakan tugas lain yang dlbcnkan oleh Kepala Dinas‘_sesuai

. tugas pokok dan fungsmya SR i ! . :
) """f'%'f%l: -

p;.;ax 16

- i
. 7 R 4 ; g i j :
(1) Bidang pengelolaan data mformam dan Proyek51 kf:pei E:h}.ldukag terdiri
atas : S pler _. ‘ i
a. Seksidata dan pelaporan, ; ‘ SR R /

ks - -
ETOTRPARER



(2)

(1)

(2)

)

(1)

(2)

(3)

“

(5)
(6)

b. Seksi proyeksi dan kebgakan kependudukan ! Ei |
c. Seksi dokumentasi pengelolaan informasi kcpendudukan
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di; plmpln oleh seorang
kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
kepala bidang pengelolaan data, mforma31 ‘ dan proyeks1
kependudukan. o _ i |.-
Pasal 17
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Seksi Data dan Pelaporan mempunyau tugas; menylmpan dan
mengelola data hasil pendaftaran penduduk dan penriatatan sipil serta
menyelenggarakan pelaporan kependudukan dan’ penc atatan sipil;
Seksi Proyeksi dan Kebijakan chendudukan r’ncmpunyal tugas
melaksanakan perencanaan = tekhnis, . nﬂnyelenggarakan
memproyeksikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
sebagai bahan penentuan kebuakan pemerlntah menyangkut data
kependudukan; ‘! I"i: P
Seksi Dokumentasi Pengelolaan Informasi chcndudukan mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan tekhnls,' dckumenta31 dan -
-inventarisasi informasi yang bcrkaltan dengan’ kependudukan

. SRR

Bagian Kelima :-’::?:i? :ff

Kelompok Jabatan Fungsional | |

Pasalls 3 ii,,

Dllmgkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll dapat

dibentuk Kelompok Jabatan Fungsmnal i sesua1 g kebutuhan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai; tugas | 1 melaksanakan

sebagai tugas pemenntah Dacrah dalam bidang kependudukan dan

pencatatan sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ~ [.{'] !/l

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejurnlah tenaga fungsipnal

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan pcraturan | perundang—

i
s
1!!
L
i
M |

-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas se_]umlah 1enaga fungsmnal
senior yang d1tun_]uk berada dibawa dan bertanggu.ng Jawab Kepada
Kepala Dinas SRR fg: '

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan }.ebutuhan bcban
kerja berdasarkan peraturan perundang—undangah yang bcrlaku

Jenis dan jenjang Jabatan fungsional diatur berdas.arka.n peramran

o
yang berlaku. , IR j' |E

BABIV_ ‘*-.u,
TATA KERJA
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Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sckretans, Kepa.la Sub Baglan,
Kepala Bidang, Kepala Seksi,dan Kelompok JabatanH Fungsional
dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll waij menerapkan
prinsip koordinasi integrasi dan sxnkromsasn ba1k dlhngkungan Dinas

maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas rnasmg—masmg i

7

b
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(1) Setiap pu'npman wajib mengawasi bawahannya rn.-Lsmg—masmg dan
bila terjadi penyimpangan agar mengambil: lan;rka~langka yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku. : ' s :

(2) Setiap pimpinan bertangung Jawab mermmpm dan mengkoordmas1
bawahannya masing-masing dan membenkan| lbiin}llalmgan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. ... | R
(3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuh1| petunjuk dan,
bertanggung jawab kepada atasan masmg—masmg dan menylapkan
laporan berkala pada waktunya. : ; ! ! : .
(4) Setiap laporan yang diterima oleh plmpman danlbawahannya wa_ub
" diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petun_]uk kepada bawahannya
(5) Dalam menyampaikan laporan masmg-masmg kepada atasan,
tembusan laporan wajib dilaporkan pula kepada <atuan orgamsa31
yang mempunyai hubungan kerja RPN | i S
(6) Dalam melaksanakan tugas setiap punpman satualn orgamsa31
bawahannya dan dalam rangka pembenan bnnbmgan kepada
bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala :

.
P
i
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Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masm g-miasmg pe_jabat
" Eselon II dan Eselon III dalam lingkungan dinas kabupaten dan pencatatan
sipil dapat mcndelegasxkan kewenangan- kewenangan tertentuipada pejabat
dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan: peru.ndang-undangan

" yang berlaku.

!‘l' _|'
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PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
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(1) Kepala Dmas, Sekretans, Kepala Bidang, ]{epal Suh? Baglan dan
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupzm sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

(2) Pecjabat fungsional yang diangkat dan dlberhentlkan! oleh Bupau
sesuai dengan keahlian dan atau keterampxlan tertt*ntu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku

i '*:5:;E=
masvi

PEMBIAYAAN . |

Hi
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(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan _ltg'a iclhlmgkungan

Dinas Kependudukan dan 'Pencatatan  Sipil . dlb'epe:mkan pada

Anggaran Pendapatan dan Belan}a Daerah. . NI : ' Z : :
(2) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada aya (1),_ Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil dapat. dll)enkan bantuan

pemblayaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ﬁ/ |/

._i '
i

i
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. Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawalan dlatur.

“sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku '

BAB VIII |
KETENTUANPENUTUP AR RS Ry

Pasa125 |

|

|

]
diatur lebih

|

1

i
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‘Hal-hal yang belum cukup chatur dalam peraturan 1n1g a[kan
-lanjut dalam Keputusan Bupati. SERNNE

-Pasal'zs NER

. T o % H i
Dengen berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur'
tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang bertentangan dengan.peraturan ini

fdmyatakantldakberlaku ‘ S RES '% DL ;
| : S SRR R D
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. Peraturan ini berlaku pada tanggal dilindangkan.- HEBIE ; :

‘Agar setiap orahg dapat mengetahm memenntahlgan i pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Bombana : :
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